
( SALINAN J 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2020 NOMOR 14 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN WAY KANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak 

berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 

penyiksaan, perlakukan yang merendahkan derajad 

manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia; 

b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan 

dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat 

sering mengalami permasalahan yang melanggar hak 

asasi manusia sehingga perlu dibantu 

penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dinas dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi perempuan 
dan anak, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 

Dinas ... 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Way Kanan; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak rnenjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5946); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia ... 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten.tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun, 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Dacrah 

Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten... 
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Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 

Kanan Nomor 176); 

11. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 42 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 

Nomor 42); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGANANAK,PENGENDALIANPENDUDUKDAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN WAY KANAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Way Kanan 

3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan. 

4.Kepala... 
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4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak, Pengcndalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupatcn Way 
Kanan. 

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkt 
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 

serta bersifat mandiri. 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia dciapan 

belas tahun, termasuk anak yang masih didalam 

kandungan. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan 

UPT Kelas A. 

BAB III 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 brada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala inas. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, den dalam 

pelaksnaan... 
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pelaksanaan tugasnya secara 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

administratif 

Pasal4 

( 1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perem puan dan 

Anak Kelas A terdiri dari: 

a. Kepala UPT; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Pelaksana; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

diberada dibawah dan bertanggungiawab kepada 

Kepala UPT. 

(3) Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan 

Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 

( 1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas 

melaksanakan kegiatan teknis operasional diwilayah 

kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan 

dan anak yang mengalami masalah kelerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus dan :asalan 

lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi: 

a.pengduan... 
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a. pengaduaan masyarakat; 

b. penjangkauan korban; 

c. pengelola kasus; 

d. penampungan sementara; 

e. mediasi; dan 

f. pendampingan korban. 

(1) Kepala UPT 

Pasal6 

mempunyai tugas memmmpm, 

mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam 

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan 

masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana imaksud 

pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fu:gsi: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikun semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak; 

b. penyusun program kerja UPT Perlin.dungan 

Perempuan dan Anak; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelola lasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPT Perdungan 

Perempuan dan Anak; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPT Perl.dungan 

Perempuan dan Anak; 

f. melaksanakan administrasi UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberika, Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

asal 7 ... 
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Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin olch Kepala 

Subbagian. 

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pvda ayat 

(1) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan penyusunan rencana pro.ram dan 

anggaran; 

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan kcuangan; 

c. penyiapan bahan administrasi sumer daya 
manusia; 

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencattan data 

korban; 

e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberi.an oleh 

Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak wajib: 
a. melaksanakan prinsip koordinasi, interasi dan 

sinkronisasi serta kerja sama baik dilingkungan 

intenal maupun external; 

b. memimpin dan mengkoordinasikan awahan, 

memberikan pengarahan, serta petujuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendaliaan internal; 

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan. masing­ 

masing; dan 
e. menyusun laporan pelaksana tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangn. 

(),epala... 
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(2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan A: ak dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 

berkoordinasi dengan: 

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan 

fasilitas layanan kesehatan lainnya; 

b. balai pemasyarakatan; 
c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kcpolisian 

daerah; 

d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 

e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; 

f. balai pelayanan penempatan dan per.indungan 

tenaga kerja indonesia (BP3TKI); 

g. kantor wilayah Kementerian Agama; 

h. kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

1. lembaga pembinaan khusus anak; 

J. lembaga penyelenggaraan kesejahtern: n sosial; 
dan 

k. institusi lainnya. 

(3) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

menyampaikan hasil pelaksanaan tugasn kepada 

Kepala Dinas. 

BAB VII 

STANDAR LAYANAN 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan 

layanan kepada perempuan dan anak yang engalami 

masalah, UPT Perlindungan Perempuan can Anak 

harus berpedoman pada standar layanan yang telah 

ditetapkan. 

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud aye (I) diatur 

dalam Peraturan Bupati, dengan berpedo: an pada 

Peraturan Menteri. 

BAB VIII... 
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BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal 10 

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak dapat bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ a tau 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuni dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

ESELONISASI 

Pasal 11 

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian TU diagkat dan 

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-U ndangan. 

(2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat 

Jabatan Struktural Eselon IV.a 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan, Jabatan 

Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.b 

BAB IX 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT itetapkan 

berdasarkan keahlian dan spesialistsi yang 

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan pcrundang­ 

undangan yang berlaku. 

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas kepala UT sesuai 

dengan keahlian dan kompetensi. 

(3)lompok... 
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(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah 

tenaga fungsional yang diatur dan itetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan be dasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diacur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tuas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 

padatanggal 18 Mei2020 

BUPATI WAY KANAN, 

dto 

RADEN ADIPATI SURYA 

Diundangkan di Blambangan Umpu 

pada tanggal 18 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

dto 

SAIPUL 

BERITA DAERAH KABUPATEN AY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 14 

S.H. M.H. 
(III/ d) 
1001 1 012 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN WAY KANAN 

STRUTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN WAY KANAN 

%. 
_J 

KEPALA UPT 

SUBBAG 
US 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

BUPATI WAY KANAN, 

dto 

RADEN ADIPATI SURYA 
O S.H. M.H. 
I (III/ d) 

NIP. 19850624 201001 1 012 


